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	X 	 Krisis COVID-19 memukul sektor garmen di Asia dan 
Pasifik sangat berat, memengaruhi jutaan orang pekerja 
dan banyak perusahaan di rantai pasok, dan terlihat ada 
‘efek riak’ terjadi dalam berbagai dimensi. 

	X 	 Sampai bulan September 2020, sekitar satu dari dua 
orang pekerja sektor garmen yang tinggal di negara-
negara yang mewajibkan penutupan tempat kerja 
termasuk pabrik garmen, kecuali tempat kerja sektor 
esensial. Hampir setengah dari semua pekerjaan 
di rantai pasok garmen di Kawasan ini bergantung 
pada permintaan konsumen dalam negeri ataupun 
luar negeri dari negara-negara dengan kebijakan 
lockdown yang jauh lebih ketat, dimana terlihat juga 
penurunan nilai penjualan yang tajam. 

	X 	 Perdagangan garmen global lumpuh pada paruh 
pertama tahun 2020. Pada beberapa kasus, impor 
dari negara-negara produsen garmen Asia ke negara-
negara pembeli utama turun hingga sebesar 70 persen. 
Pembatalan pesanan pembeli merupakan hal yang 
umum terjadi saat krisis mulai. Manufaktur garmen 
juga mengalami disrupsi hingga 60 persen dari pasokan 
input impor mereka.

	X 	 Dengan ditutupnya ribuan pabrik pemasok, baik yang 
sementara waktu maupun selamanya, pemutusan 
hubungan kerja dan pemecatan menjadi sesuatu 
yang jamak terjadi. Pabrik-pabrik yang buka Kembali 
juga mengalami penurunan kapasitas Angkatan kerja. 
Rata-rata pekerja kehilangan setidaknya dua hingga 
empat minggu kerja, dan hanya tiga dari lima orang 
yang dipanggil Kembali bekerja. Dari mereka yang 
masih dipekerjakan pada kwartal ke dua tahun 2020, 
penurunan pendapatan dan penundaan pembayaran 
upah menjadi hal yang umum terjadi.

	X 	 Sebagian besar pekerja sektor garmen di Kawasan 
ini adalah perempuan dan mereka terdampak secara 
disproporsional oleh krisis—semakin memperburuk 
ketimpangan pada beban kerja, pemisahan pekerjan, 
distribusi pekerjaan perawatan tak berbayar dan 
pendapatan. 

	X 	 Meskipun banyak pabrik yang mengambil langkah 
untuk mengupayakan risiko untuk meminimalisir 
risiko infeksi COVID-19, pada beberapa kasus, 
langkah-langkah kesehatan dan keselamatan kerja 
dilaksanakan secara tidak konsisten.

	X 	 Sektor garmen di beberapa negara terus menunjukkan 
rendahnya tingkat perundingan bersama dan 
pembatasan signifikan dari kebebasan berserikat. 
Dialog sosial efektif hanya di negara-negara yang 
memiliki struktur atau inisiatif dialog sosial.

	X 	 Pemerintah-pemerintah di Kawasan ini merespon 
krisis dengan membantu pekerja dan perusahaan 
di berbagai dimensi, namun masih perlu ditelaah 
apakah bantuan ini mencukupi atau tidak. Seruan Aksi 
(Call to Action) global merupakan upaya industry 
yang luas untuk membantu perusahaan dan pekerja 
saat menghadapi krisi, dimana para pemangku 
kepentingan sektor garmen perlu berkomitmen untuk 
menindaklanjuti dan bertindak.

	X 	 Rekomendasi dan perangkat kebijakan ILO dapat 
memberikan panduan lebih dalam bagi pemerintah 
dan para mitra sosial seiring dengan berjalannya krisis, 
dan membantu industry membangun masa depan yang 
lebih berketahanan dan berkelanjutan pasca COVID-19.

* 	 Ikhtisar penerlitian ini dtulis oleh James Lowell Jackson, Jason Judd (both Cornell University, New Conversations Project in the School of Industrial and Labor Relations) and Christian 
	 Viegelahn (Regional Economic and Analysis Unit (RESA), ILO Regional Office for Asia and the Pacific). It is an output of a joint research project of ILO with Cornell University, coordinated by  
	 Jeffrey Eisenbraun, Arianna Rossi (both Better Work), Christian Viegelahn (RESA) and David Williams (ILO-SIDA Decent Work in Garment Supply Chains Asia project).
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	X Pengantar

Tujuan dari ikhtisar ini adalah untuk mengkaji dampak krisis 
COVID-19 terhadap pekerja dan pabrik-pabrik pada rantai 
pasok sektor garmen di Asia dan Pasifik. 1 Dengan banyaknya 
negara di dunia mencatatkan puncak virus dan gelombang 
ke dua muncul di negara-negara yang sebelumnya dapat 
mengendalikan insiden penularan, krisis COVID-19 terus 
memukul telak industry ini, memengaruhi ribuan pabrik dan 
jutaan pekerja di pusat-pusat produksi di Asia. 

Kawasan Asia Pasifik rentan menghadapi dampak buruk 
krisis ini terhadap industry garmen, karena 60 persen ekspor 
pakaian jadi dunia—fakta yang membuat Kawasan ini diberi 
julukan “pabrik pakaian dunia”--datang dari Kawasan ini 
(ILO, 2017).2 Di beberapa negara di Kawasan ini, sektor 
garmen mencakup lebih dari setengah sektor manufaktur. 
value-added and goods exports.

atau 75 persen dari seluruh pekerja di seluruh dunia. 3

Secara keseluruhan, sektor garmen mencakup 3,4 persen 
total tenaga kerja di Kawasan ini (dibandingkan dengan 
proporsi tenaga kerja di luar Kawasan ini yang hanya 1,6 
persen), atau 21,1 persen tenaga kerja sektor manufaktur. 
Proporsi pekerja sektor garmen terhadap total tenaga kerja 
tertinggi di Asia Selatan (4,3 persen), diikuti Asia Tenggara 
dan Pasifik (3,7 persen) dan Asia Timur (2,6 persen). 

Sebagian besar pekerja garmen adalah perempuan (35 
juta), dan sektor garmen mempekerjakan 5,2 persen dari 
semua perempuan pekerja di Kawasan ini, atau 27,9 persen 
dari semua perempuan yang bekerja di sektor manufaktur. 
Satu dari lima orang perempuan di Kamboja yang bekerja, 
bekerja untuk sektor garmen (Gambar 2). Di Pakistan dan Sri 
Lanka, sekitar satu dari tujuh orang perempuan bekerja di 
sektor ini dan satu dari Sembilan perempuan di Bangladesh 
dan Myanmar. Di negara-negara lain di Kawasan ini, proporsi 
ketenagakerjaan perempuan lebih tinggi dari proporsi 
sektor ini terhadap ketenagakerjaan secara keseluruhan. 4

Beberapa Angka Ketenagakerjaan 
Penting
Sektor garmen di Kawasan Asia dan Pasifik merupakan 
sumber pendapatan dan ketenagakerjaan penting, termasuk 
pekerjaan formal dan informal. Pada tahun 2019, Kawasan ini 
diperkirakan mempekerjakan 65 juta pekerja sektor garmen 

 Gambar 1. Sektor garmen mencakup proporsi
besar ekspor dan nilai tambah manufaktur 
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Catatan: Data mengenai ekspor dan nilai tambah merujuk pada ISIC 13-15.

Sumber: UNCTAD, World Bank World Development Indicators database diambil 
dari UNIDO International Yearbook of Industrial Statistics.

 Gambar 2. Jutaan pekerja dipekerjakan di sektor
garmen; Sebagian besar adalah perempuan 

Number of garment sector jobs (millions)

Share of garment sector jobs in total employment (%) 

Share of garment sector jobs in female employment (%)

Catatan: Data yang dipaparkan untuk Tiongkok adalah estimasi ILO untuk 2019. 
Semua poin data berdasarkan pada data terkini dari survei Angkatan kerja nasional.
Data merujuk pada ISIC 13-15.

Sumber: ILOSTAT.
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1	 Kecuali dinyatakan sebaliknya, “garmen” atau “sektor garmen” merujuk pada industry dengan kode ISIC 13-15.
2	 Perhitungan ILO berdasarkan  UNCTAD
3	 Estimasi ILO berdasarkan survei data tenaga kerja. UNtuk rincian metodologis, lihat Lampiran C ILO (2020c). Estimasi regional termasuk semua negara di Kawasan.
4	 Karena Sebagian besar pekerja ini adalah imigran internal, krisis ini juga meningkatkan pertumbuhan alur balik pekerja, seringkali ke daerah pedesaan (Fair Wear Foundation, 2020).	   
	 Dengan beberapa pengecualian, pekerja migran asing jarang bekerja di sektor garmen di Sebagian besar negara di Kawasan. 
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Mengkaji ‘efek riak’ krisis ini
Kawasan Asia dan Pasifik merupakan Kawasan pertama 
yang merasakan dampak krisis COVID-19. Tak lama sejak 
infeksi pertama tercatat di Tiongkok, virus ini menyebar di 
Kawasan ke Thailand, Republik Korea dan Jepang, sebelum 
akhirnya banyak kasus yang terdeteksi di bagian lain dunia. 
Perkembangan ini mendorong pemerintah-pemerintah 
di Kawasan ini dan dunia untuk memberlakukan berbagai 
langkah-langkah yang sebelumnya tak pernah mereka duga 
seperti penutupan tempat kerja dan toko serta pembatasan 
perjalanan untuk meredam penyebaran virus lebih jauh lagi.

Disrupsi rantai pasok yang berkaitan dengan COVID-19 
yang bermula pada satu lokasi akan mendatangkan ‘efek 
riak’ di seluruh rantai pasok (ILO, 2020a, 2020b). Dampak-
dampak kumulatif krisis ini pada rantai pasok sektor garmen 
karenanya sangat luas dan kompleks. Produksi garmen 
tidak hanya memenuhi pasar konsumen dalam negeri, 
namun sejumlah besar pekerja dan manufaktur melekat 
pada rantai pasok global yang menghasilkan garmen untuk 
brand fashion internasional yang berbasis di Eropa, Jepang, 
Amerika Utara dan tempat lain. Dengan demikian, banyak 
pekerjaan ini yang bergantung pada permintaan global 
untuk pakaian jadi konsumen dan lingkungan pengecer yang 
stabil tidak hanya untuk pasar domestic, namun juga untuk 

Karena pandemi global telah mengubah hampir semua segi 
kehidupan sosial dan ekonomi di Kawasan ini, dampak krisis 
COVID-19 terhadap rantai pasuk garmen terjadi melalui tiga 
jalur utama ini: 

Penutupan Pabrik
Pertama, Pemerintah mengeluarkan perintah penutupan 
wajib untuk tempat-tempat kerja non-esensial, di banyak 
kasus hal ini termasuk pabrik garmen. Pada 9 September 
2020, 5 dari 33 negara atau teritori di Kawasan yang memiliki 
data masih mewajibkan penutupan semua tempat kerja 
kecuali tempat-tempat kerja esensial setidaknya di berbagai 
tempat di negara tersebut. 6 Lebih dari 31 juta pekerja sektor 
garmen (48 persen pekerjaan di sektor garmen di Kawasan 
ini) tinggal di negara-negara ini (Gambar 3). Ini lebih sedikit 
dari data pada bulan April, ketika 20 negara atau teritori 
menerapkan kebijakan itu, dimana 56 juta pekerja (86 
persen) tinggal

Turunnya permintaan Konsumen

Jalur kedua terjadinya dampak krisis COVID-19 terhadap 
rantai pasok garmen adalah penurunan tajam permintaan 
konsumen global. Penurunan yang mendadak didorong oleh 
hilangnya daya beli, semakin meningkatnya ketidakpastian 
yang menahan konsumsi, dan langkah-langkah pembatasan 
gerak (lockdown) misalnya penutupan toko pakaian atau 
berbagai bentuk pembatasan perjalanan lain. Kepercayaan 
konsumen global jatuh dengan kecepatan sangat tinggi 
pada bulan Maret dan April 2020 dan belum pulih sampai 
sekarang (ILO, 2020a). meskipun di beberapa negara terlihat 
ada pelonggaran, langkah-langkah lockdown yang lebih 
ketat yang berkaitan dengan COVID-19 tetap ada di banyak 
negara yang menjadikan keketatan di seluruh dunia berada 
di tingkat yang tinggi. 

Ada hubungan yang jelas antara keketatan langkah-
langkah lockdown dan permintaan konsumen: di negara 
dengan langkah lockdown yang paling ketat, pertumbuhan 
penjualan retail tahunan mengalami penurunan lebih dari 25 
poin persentase. Perbedaannya 10 poin persentase dengan 
negara-negara yang memiliki derajat keketatan yang lebih 
menengah (ILO, 2020a). 

pasar luar negeri.5 Pekerja dan manufaktur dalam industry 
ini sangat bergantung pada aliran bahan mentah yang dapat 
diandalkan dalam industry ini untuk produksi, dan seringkali 
didapatkan dari pemasok asing. 

Struktur Ikhtisar
Bagian I dari ikhtisar ini membahas mengenai tiga jalur 
COVID-19 memengaruhi rantai pasok garmen dan pabrik 
serta pekerjanya, memaparkan estimasi untuk Kawasan 
Asia dan Pasifik sebagai suatu kesatuan. Bagian berikut 
membahas bukti empiris yang tersedia mengenai dampak 
nyata dari krisis COVID-19 pada sepuluh negara produsen 
garmen terbesar di Kawasan ini: Bangladesh, Kamboja, 
Tiongkok, India, Indonesia, Myanmar, Pakistan, Filipina, Sri 
Lanka dan Viet Nam. Bagian II fokus pada dampak terhadap 
ekspor dan pesanan para pembeli. Bagian III memaparkan 
dampak terhadap pasar tenaga kerja—mencakup penutupan 
pabrik, ketenagakerjaan, upah, gender, keselamatan 
dan kesehatan serta kebebasan berserikat. Bagian IV 
merangkum kebijakan dan inisiatif yang pemerintah dan 
para mitra sosial di Kawasan ini terapkan untuk memitigasi 
dampak buruk krisis. Ikhtisar ini kemudian menampilkan 
proposal untuk langkah ke depan, mengingat ada seruan 
terkini untuk secara bersama-sama berpikir ulang dan 
merancang ulang industry garmen global pasca pandemic. 

	X Bagian I: Jalur Dampak Utama krisis COVID-19 

5	 Estimasi ILO berdasarkan Tabel Input-Output Antar Negara OECD yang menyiratkan bahwa setidaknya satu dari dua rantai pasok garmen berkontribusi pada produksi garmen yang 
	  tujuannya pasar luar negeri dan bukan konsumsi dalam negeri. 
6	 Oxford COVID_19 Government Response Tracker tidak membedakan pembatasan yang memengaruhi hanya Sebagian kecil wilayah geografis suatu negara dan pembatasan yang  
	 memengaruhi seluruh negara. 
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 Gambar 3. Jutaan pekerja sektor garmen di Kawasan
ini tinggal di negara-negara dengan penutupan
tempat kerja wajib

Catatan: sektor garmen termasuk ISIC 13-15. Angka ini berdasarkan data untuk 33
negara atau Kawasan di Kawasan Asia pasifik.

Sumber: Perhitungan ILo berdasarkan basis data Oxford COVID-19 Government
Response Tracker database dan estimasi modeling ILO.
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Proporsi pekerja garmen yang hidup di negara-negara yang…

…mewajibkan penutupan semua tempat kerja kecuali yang esensial
…mewajibkan penutupan tempat kerja untuk beberapa sektor

…merekomendasikan penutupan tempat kerja

...tidak melakukan apapun 

Di 16 negara atau teritori dalam Kawasan ini yang memiliki 
estimasinya, dimana 87 persen Angkatan kerja Kawasan ini 
berada, diperkirakan 60 juta orang pekerja bekerja di rantai 
pasok sektor garmen (didefinisikan sebagai pekerjaan yang 
bergantung pada permintaan konsumen dalam negeri 
dan asing untuk sektor garmen).7 Termasuk pekerjaan-
pekerjaan di sektor garmen, namun juga di sektor-sektor 
yang memasok sektor garmen, misalnya sektor pertanian 
(katun, rami, atau sutra), sektor bahan kimia (pewarna atau 
bahan kimia lain untuk pemrosesan garmen) atau sektor 
jasa lain (desain, pemasaran). Ketika permintaan sektor 
garmen turun, para pekerja di seluruh rantai pasok garmen 
pun terpengaruhi.

Sampai 9 September 2020, 49 persen dari semua pekerjaan 
di rantai pasok garmen (29 juta) bergantung pada 
permintaan garmen dari konsumen yang tinggal di negara-
negara dengan kebijakan lockdown yang lebih ketat dimana 
penjualan eceran mengalami penurunan drastic (Gambar 4). 
Proporsi ini lebih rendah dari angka maksimalnya pada awal 
April, namun tetap stabil dalam beberapa minggu terakhir. 
Para pekerja dalam pekerjaan ini mungkin akan kehilangan 
pekerjaan, jam kerja ataupun pendapatan.

Sebanyak 31 juta pekerjaan (51 persen) bergantung pada 
permintaan konsumen pada negara-negara dengan 
tingkatan lockdown menengah. Pekerjaan-pekerjaan ini 
mungkin mengalami efek samping yang buruk mengingat 
turunnya penjualan retail pada segmen negara-negara ini, 
meskipun pada tingkatan yang lebih rendah. Hanya 240.000 
pekerjaan (0,4 persen) bergantung pada penjualan di 
negara-negara dengan pembatasan lockdown yang rendah, 
dimana dampak terhadap permintaan konsumen mungkin 
terbatas.

Sumbatan Rantai Pasok 
Rantai pasok garmen juga terdampak oleh penutupan 
tempat kerja di luar negeri, yang menimbulkan jalur dampak 
ke tiga—sumbatan pada rantai pasok. Penutupan tempat 
kerja di banyak kasus menimbulkan gangguan rantai pasok 
dan mencegah importasi produksi garmen tiba tepat waktu. 
Penurunan inventarisasi masukan dapat menjadi hambatan 
yang serius dalam menjaga produksi garmen dan pekerja 
garmen mendapatkan pendapatan—tanpa memandang 
apakah pandemic terkendali di negara tempat pabrik berada. 

Sektor garmen di negara-negara yang sangat bergantung 
pada pasokan impor dibandingkan dalam negeri, dan basis 
pemasoknya sangat terkonsentrasi pada satu atau sedikit 
negara, lebih rentan mengalami disrupsi pasokan bahan 
impor. Dalam hal ini, sektor garmen di Asia Tenggara dan 
Pasifik lebih rentan mengalami disrupsi pasokan karena 
negara-negara di Kawasan ini—misalnya Kamboja atau 
Viet Nam mengimpor sejumlah besar bahan baku mereka 
dari pemasok yang terpusat (Gambar 5).8 Banyak dari 
negara-negara di sub-kawasan ini sangat bergantung pada 
Tiongkok untuk pasokan bahan baku, yang menjadikan 
mereka rentan mengalami kekurangan pasokan bahan 
baku bila negara pemasok tiba-tiba mengalami penutupan 
tempat kerja secara mendadak untuk merespon gelombang 
ke dua, misalnya. Sektor garmen di Asia Timur dan Selatan 
didorong oleh Tiongkok dan India secara rata-rata lebih 
rentan mengalami risiko ini karena mereka mendapatkan 
bahan baku mereka dari dalam negeri.

Sampai 9 September, diperkirakan 30 persen bahan baku 
dari luar negeri untuk produksi garmen didapatkand ari 
negara-negara yang mengalami penutupan pabrik kecuali 
sektor/tempat kerja esensial setidaknya di beberapa wilayah, 
yang menyiratkan bahwa pasokan bahan baku ini terganggu 
(Gambar 6). Ini lebih rendah dari 60 persen yang terlihat pada 
awal bulan April, namun disrupsi pasokan bahan baku tetap 
menjadi jalur disrupsi penting terutama di Asia Tenggara 
dan Pasifik (47 persen) dan Asia Selatan (41 Persen).

7	 16 negara atau teritori ini adalah Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, (Republik Rakyat) Tiongkok, (Tiongkok) Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Selandia 
	 Baru, Filipina, Singapura, Taiwan (Tiongkok), Thailand dan Viet Nam.
8	 Lihat catatan kaki sebelumnya dari daftar negara yang dimasukkan ke dalam analisis disrupsi pasokan bahan baku
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 Gambar 4. Hampir setengah dari seluruh pekerjaan pada rantai pasok garmen bergantung pada permintaan
dari konsumen yang tinggal di negara-negara dengan kebijakan lockdown yang ketat. 
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Catatan: Catatan kaki 2 mendata negara-negara yang dimasukkan ke dalam estimasi. Pekerjaan rantai pasok garmen bergantung pada permnintaan konsumen untuk produk 
yang menjadi bagian dari ISIC 13-15. Lihat ILO (2020a) untuk rincian tentang metodologi.

Sumber: estimasi ILO berdasarkan Tabel Input-Output Antar Negara OECD dan basis data Oxford COVID-19 Government Response Tracker

 

Catatan: besarnya gelembung menunjukkan tenaga kerja sektor garmen total di sub-kawasan. Sumbu horizontal menunjukkan sampai sejauh mana input bergantung pada impor, 
menunjukkan sampai sejauh mana input dapat didisrupsi oleh penutupan tempat kerja yang dilakukan di negara asing. Diukur oleh proporsi rata-rata bobot ketenagakerjaan dari 
input impor terhadap total input pada negara-negara yang menerapkan penutupan tempat kerja. Diukur oleh proporsi rata-rata indeks konsentrasi Herfindahl dari input impor dari 
negara sumber. Catatan kaki 2 mendata negara-negara yang ada dalam estimasi. Sektor garmen termasuk ISIC 13-15. Lihat ILO (2020 a) untuk uraian rinci mengenai metodologi. 

Sumber: estimasi ILo berdasarkan Tabel Input-Output OECD Antar Negara.

Gambar 5. Sektor garmen di Asia Tenggara dan Pasifik yang paling rentan mengalami disrupsi pasokan
bahan baku
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Catatan: angka ini menunjukkan persentase rata-rata bobot tenaga kerja dari pasokan input impor yang diambil dari negara-negara dengan penutupan yang diwajibkan untuk 
semua kecuali tempat kerja esensial. Perhitungan berdasarkan data untuk 64 negara yang bertanggungjawab untuk 74 persen Angkatan kerja global. Catatan Kaki 2 mendata 
negara yang ada dalam estimasi. Sektor garmen termasuk ISIC 13-15. Lihat ILO (2020a) untuk uraian rinci mengenai metodologi. 

Sumber: Estimasi ILO, berdasarkan Tabel Input-Output antar Negara OECD dan basis data Oxford COVID-19 Government Response Tracker 

Gambar 6. Disrupsi pasokan bahan baku di sektor garmen masih tetap tinggi di Asia Timur, Tenggara dan Pasifik 
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Runtuhnya Perdagangan Garmen  
Dampak krisis COVID-10 menimbulkan penurunan tajam 
dalam perdagangan garmen di tingkat global pada paruh 
pertama 2020. Sebagian besar importasi dari negara-negara 
pengekspor garmen di Asia menurun tajam, mengakibatkan 
meluasnya penutupan pabrik—baik sementara dan tanpa 
batas waktu—dan pemecatan pekerja secara massal. 

Impor garmen di Amerika Serikat menurun sebesar 26 persen 
dari Januari hingga Juni, dibandingkan dengan periode waktu 
yang sama pada tahun 2019 (Gambar 7). Penurunan yang 
sama juga terlihat pada data impor Uni Eropa dan Jepang (25 
persen dan 17 persen penurunannya). Secara keseluruhan, 
impor year-on-year (YOY) yang menurun menggambarkan 
penurunan sebesar US$ 17,5 miliar dari UE, dan US$ 17 miliar 
dari Amerika Serikat, dan US$ 2,6 miliar dari Jepang dari 
tahun 2019. Pasar impor ini sangatlah penting untuk negara-
negara penghasil garmen, karena Uni Eropa, Amerika Serikat 
dan Jepang merupakan tiga importir pakaian jadi terbesar 
pada tahun 2018. Ketiganya berkontribusi pada 61,5 persen 
impor pakaian jadi pada tahun 2018 (Lu, 2019).

Waktu serta besarnya penurunan impor ini sangat beragam 
(Gambar 8). Tiongkok mengawali tahun 2020 dengan 
penurunan sebesar 13 persen dari angka ekspor year-on-

year mereka ke Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat. 
Namun pada bulan yang sama, Amerika Serikat, Uni Eropa 
dan Jepang impor dari Viet Nam, Bangladesh dan Indonesia 
meningkat. Penurunan proporsi pasar Tiongkok mungkin 
diambil alih oleh negara-negara ini (Lu, 2020). Namun sejak 
Februari 2020 impor dari Viet Nam, Indonesia, India dan 
Bangladesh turun signifikan. Pada Juni 2020, total impor 
year-to-date dari India dan Bangladesh turun sebesar 41 
persen dan 32 persen, jika dibandingkan dengan peruode 
yang sama pada tahun 2019.

Total impor gabungan ke Amerika Serikat, Uni Eropa dan 
Jepang dari sepuluh negara produsen pakaian jadi dan alas 
kaki di Asia juga turun secara signifikan antara Januari hingga 
Juni 2020 bila dibandingkan dengan periode yang sama 
pada tahun 2019 (Gambar 9). Pengecualiannya Myanmar 
dimana peningkatan ekspor ke Amerika Serikat dan Jepang 
mengimbangi penurunan ekspor ke Uni Eropa.9 Persentase 
terbesar penurunan ekspor terlihat di Tiongkok, India, 
Filipina, dan Sri Lanka. Namun data perbandingan mengenai 
impor total menunjukkan bahwa penurunan impor garmen 
turun lebih besar dibandingkan dengan impor pada sektor 
lain dan jenis barang lainnya. Dengan demikian krisis sangat 
parah dan semakin terlihat pada perdagangan garmen 
global dan produsen-produsen besar pada rantai pasok di 
Kawasan ini.

	X Bagian II: Dampak terhadap perdagangan dan rantai pasok 

9	 Impor pakaian jadi Amerika Serikat meningkat cukup stabil sejak tahun 2016, sejak Myanmar masuk ke dalam rantai pasok global (GSP)l persentasenya terlihat tinggi (contohnya di Gam 
	 bar 9) karena impor cukup rendah dalam waktu yang lama. 
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 Gambar 7. Total nilai impor garmen Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat (2019 dan 2020) 
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 Gambar 8. Nilai gabungan impor garmen Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikan dari beberapa negara , 2020
(perubahan persentase year-on-year 2020) 
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 Gambar 9. Total nilai impor garment Uni Eropa, Jepang dan Amerika dari negara-negara terpilih,
Januari-Juni 2020 (year-on-year percentage change)

Myanmar Pakistan Cambodia Viet Nam Indonesia Bangladesh China Philippines Sri Lanka India Total 
Imports

60

40

20

0

-20

-40

-60

%

US EU Japan Combined

Catatan: kode komoditi HS 42, 43, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65 dan 66 

Sumber: International Trade Commission, UN Comtrade

  �ILO brief 
The supply chain ripple effect: How COVID-19 is affecting garment workers and factories in Asia and the Pacific



8

  �Kotak 1. Perdagangan masker meningkat 

Penurunan dramatis pada impor garmen secara keseluruhan dari produsen-produsen Asia, diganti oleh meningkatnya 
importasi penutup wajah dalam jumlah besar (Harmonized Schedule (HS) code 6307) (Gambar 10). Beberapa pabrik 
sudah mulai bergeser memproduksi masker agar dapat memenuhi permintaan global. Dari bulan Januari hingga 
Juni 2020, Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat mengimpor hampir sebesar US$ 29 miliar bahan tekstil dan masker 
bedah dari China dan US$ 999 juta dari Viet Nam. 

Uni Eropa, Jepang dan AS mengalami 297 persen peningkatan impor masker dari Viet Nam sejak bulan Januari 
hingga Juni 2020 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019, namun nilai impor ini hanya mewakili 6 
persen total nilai ekspor garmen Viet Nam ke pasar-pasar tersebut. Peningkatan ekspor masker tidak menggantikan 
penurunan pemesanan di sektor garmen sebesar 10 persen dari total produksi (wawancara perwakilan VITAS, 10 
Agustus 2020). Demikian pula impor masker dari Sri Lanka meningkat sebesar 687 persen namun hanya sebesar 6 
persen dari total nilai ekspor tekstil, pakaian jadi dan alas kaki Sri Lanka pada periode yang sama.

Antara bulan Januari hingga Juni 2020, impor masker dari Tiongkok meningkat sebesar 708 persen dibandingkan 
tahun 2019 dan mewakili 49 persen total nilai ekspor garmen ke Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat pada periode 
yang sama. Ini menunjukkan adanya pergeseran besar dari para pemasok untuk memproduksi masker di Tiongkok. 
Produksi masker yang berkaitan dengan COVID-19 mendukung industry tekstil dan pakaian jadi Tiongkok cukup 
besar dibandingkan dengan Viet Nam, Sri Lanka dan negara-negara lain. 

 Gambar 10. Impor masker Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat dari negara-negara terpilih Januari-Juni 2020
(perubahan persentase year-on-year) 
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Pembatalan pesanan menjadi satu 
hal yang umum 
Saat krisis mulai muncul, banyak pembeli global yang 
menanggapi turunnya permintaan konsumen dengan 
mengurangi atau membatalkan pemesanan, menunda 
pengiriman dan meminta potongan harga dari para 
pemasuk—seringkali menggunakan klausul kejadian kahar 
(force majeure) pada kontrak pemasok.10 Beberapa retailer 

besar termasuk Brook Brothers, Debenhams, G-Star (AS), 
J.Crew, JC Penney dan Neiman Marcus menyatakan pailit atau 
bangkrut (The Fashion Law, 2020). McKinsey memperkirakan 
pada April 2020 sepertiga dari para pembeli fashion dunia 
tidak akan bisa sintas dari krisis ini (Amed et al., 2020). Alasan 
kepailitan para pembeli ini beragam; analis mengindikasikan 
banyak perusahaan yang sudah kepayahan beradaptasi 
dengan lingkungan retail yang berubah dan beberapa 
perusahaan retail besar tertimbun utang yang sangat besar 
sebelum pandemi (Mau, 2020).

10	 Klausul kejadian kahar memungkinkan salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak untuk membebaskan diri dari kewajiban yang diatur dalam kontrak karena kondisi yang tidak terkira 
	 sebelumnya, dalam hal ini pandemic COVID-19. 
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pesanan dan 4 persen tidak dapat memproduksi garmen 
karena kurangnya bahan baku. Survei yang sama yang 
dilakukan pada Mei 2020 terhadap 216 pabrik Better Work 
di Indonesia menemukan bahwa 28 persen mengalami 
penurunan atau penundaan pesanan, 18 persen mengalami 
pembatalan pesanan, dan 24 persen mengalami penurunan 
bahan baku atau bahan yang dibutuhkan untuk produksi. 
Survei pemasok yang dilakukan oleh Penn State Center for 
Global Workers’ Rights di Bangladesh pada akhir Maret 
2020 menemukan bahwa di pabrik-pabrik yang mengalami 
pembatalan pesanan, 72 prsen pembeli tidak membayar 
bahan baku dan 91 persen belum membayar biaya produksi 
dari barang-barang yang sudah diproduksi (Anner, 2020).

Terlebih lagi, banyak merk yang dilaporkan bersikukuh 
untuk termin pembayaran yang lebih lama. Better Buying 
menemukan bahwa lebih dari 57 persen pemasok menerima 
permintaan untuk memperpanjang periode pembayaran 
buyer melampaui standar 45 hari. Sebanyak 39 persen 
pemasok mengatakan mereka menerima permintaan 
perpanjangan pembayaran selama 60 hari dan lebih (Better 
Buying Institute, 2020a). perwakilan Garment Manufacturers 
Association of Cambodia (GMAC) mengatakan termin 
pembayaran rata-rata 120 hari pada Juni 2020, beberapa 
merasa mereka wajib untuk menyepakati termin yang lebih 
lama lagi 180 hari (Perwakilan GMAC, komunikasi pribadi, 23 
Juli 2020).

Beberapa pemasok mengatakan mereka tidak dalam 
posisi untuk ‘menolak’ perubahan pada termin kontrak 
dan polis pembeli. Mereka mengatakan bahwa merk yang 
menegakkan kejadian kahar bukanlah pilihan, tidak hanya 
karena saat ini kondisi sedang lamban, tapi juga karena 
mungkin ini berdampak pada reputasi, hubungan dan 
keberlanjutan mereka (Nilsson, 2020). Survei pemasok 
bagi pada pemasok yang dilakukan oleh Sedex—sebuah 
perangkat audit sosial dan platform data—perusahaan 
anggota mereka mengatakan bahwa 38 persen responden 
survei di industry garmen merasakan bahwa pembeli cukup 
mendukung saat pandemic (Sedex, 2020).

Lebih jauh, survei yang dilakukan pada bulan Mei 2020 di 
kalangan 250 pabrik yang ikut serta dalam program Better 
Work ILO di Bangladesh, 38 persen responden pabrik 
menghadapi penurunan pesanan atau diminta untuk 
menunda pengiriman, 34 persen mengalami pembatalan 

Data yang menyeluruh mengenai penurunan yang terjadi 
pada pesanan pakain jadi berdasarkan negara tidak tersedia, 
namun Survey Better Buying terhadap 179 pemasok dari 30 
negara (termasuk Tiongkok, Bangladesh,India dan Pakistan) 
yang dilakukan pada Mei 2020 menemukan bahwa sebanyak 
64 persen pabrik pakaian jadi menerima pembatalan 
dari pelanggan mereka. Dari mereka yang disurvei, 18 
persen mengatakan mereka kehilangan pemasukan 
karena pembatalan pesanan (Gambar 11). Better Buying 
juga menemukan bahwa 35 persen pabrik yang disurvei 
mendapatkan permintaan pemotongan harga terhadap 
pesanan yang ada sebesar 20 persen (Better Buying 
Institute, 2020) 

Ribuan pabrik tutup, beberapa 
sementara waktu, namun banyak 
yang tidak berjangka waktu 
Konsumsi yang terjun bebas dan turunnya pemesanan dari 
para buyer memaksa banyak pemasok di Kawasan ini untuk 
menutup pabrik mereka, baik sementara waktu maupun 
tidak berjangka waktu. Untuk mencegah penyebaran 
coronavirus, pemerintah kemudian mengeluarkan perintah 

lockdown dengan berbagai jangka waktu dan intensitas 
pada bulan Maret dan April 2020, mengakibatkan para 
pemasok harus tutup. 

Jumlah persis pabrik yang ditutup sulit untuk dilacak oleh 
pemerintah, asosiasi industry dan peneliti mengingat 
dampak pandemic masih sangat berfluktuasi. Di Bangladesh, 
menurut Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters 
Association (BGMEA) dari bulan Maret hingga April 2020, 
348 pabrik tutup (perwakilan BGMEA, wawancara, 22 Juli 

	X Bagian III: Runtuhnya Pabrik dan Dampaknya terhadap 
	 Kerja 

 Gambar 11. Hilangnya nilai karena pembatalan
pesanan, total persentase total
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2020). Di Kamboja, diperkirakan 15-25 persen pabrik tidak 
menerima pesanan di akhir kwartal ke dua 2020, dan lebih 
dari seperempat perusahaan anggota GMAC tidak membuka 
lagi pabrik mereka pada bulan Juli 2020 (Perwakilan BGMEA, 
wawancara, 23 Juli 2020).

Survei yang dilakukan oleh Better Work Bangladesh dan 
Indonesia antara bulan Maret dan Mei 2020 menunjukkan 
penyebaran durasi penutupan pabrik karena lockdown 
COVID-19 atau keterbatasan ekonomi. Di Bangladesh, sekitar 
60 persen pemasok tutup selama tiga minggu dengan jumlah 
pemasok terbesar (sekitar 40 persen) tutup antara 26 hingga 
35 hari kerja (Gambar 12). Periode ini sejalan dengan lamanya 
waktu penutupan tempat kerja non-esensial di Bangladesh, 
menurut Oxford COVID-19 Government Response Tracker 
Database. 

Sementara itu di Indonesia sekitar 70 persen pabrik Better 
Work yang ikut serta tutup kurang dari sebulan dengan 
jumlah terbesar (38 persen) tutup kurang dari 14 hari. 
Secara keseluruhan di kalangan pemasok dari Indonesia 
yang disurvei, hilangnya hari kerja mengakibatkan kerugian 
sebesar US$ 70 juta dalam bentuk kerugian maupun 
penundaan bisnis. Perbedaan dalam durasi penutupan 
pabrik antara Indonesia dan Bangladesh menunjukkan 
perbedaan kebijakan pemerintah; karena Bangladesh 
mengeluarkan “libur secara umum” atau lockdown total, 
sementara Indonesia tidak menerapkan lockdown secara 
utuh namun hanya menerapkan pembatasan sosial di 
tingkat provinsi (lihat Lampiran 1).

Pemutusan hubungan kerja meluas 
Dampak COVID-19 terhadap pemasok melalui pembatalan 
pesanan, penurunan permintaan dan lockdown 
menimbulkan pemecatan dan pemutusan hubungan kerja 
yang meluas bagi para pekerja. Pemutusan hubungan kerja 
beragam di setiap negara, bergantung pada perbedaan 
dampak dan variasi ekonomi dalam Tindakan pemerintah 
terhadap pemutusan hubungan kerja (lihat Lampiran 1). 

Sebagian besar pemasok di negara-negara yang dicakup 
dalam laporan ini setidaknya harus memutuskanhubungan 
kerja dengan Sebagian pekerja mereka. Hampir setengah 
dari seluruh pemasok yang disurvei memutuskan 
hubungan kerja dengan setidaknya 10 persen pekerja 
mereka. Proporsi pemasok dalam jumlah kecil ( 2,1 persen) 
terpaksa memutuskan hubungan kerja dengan seluruh 
pekerja mereka (Better Buying Institute, 2020a). Data yang 
dikumpulkan dari berbagai pabrik di program Better Work 
Bangladesh menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari 
pabrik yang ikut serta mengatakan mereka harus melakukan 
pemutusan hubungan kerja pada beberapa pekerja mereka 
di awal pandemic.  

Menurut Kementerian Perindustrian Indonesia sebanyak 
812.254 pekerja di sektor pakaian jadi dan alas kaki 
atau sekitar 30 persen dari seluruh pekerja di sektor ini 
mengalami pemutusan hubungan kerja pada bulan Juli 2020 
karena dampak ekonomi akibat pandemi (Kementerian 
Perindustrian).11 Survei terhadap 134 pabrik garmen di 
Indonesia mengungkapkan bahwa respon pabrik yang paling 
umum adalah untuk mengurangi jumlah staf sementara 
waktu, memberhentikan staf dengan kontrak sementara, 
dan memotong gaji/upah. Dari pabrik yang disurvei ini, 
jumlah jam kerja per minggu juga sudah dikurangi sebesar 
15,6 jam per minggunya sejak Maret 2020 (WageIndicator, 
2020).

Di Myanmar, laporan-laporan menunjukkan bahwa dari 600 
pabrik garmen di negara itu, 44 pabrik tetap tutup yang 
mengakibatkan sebanyak 22.000 pekerja menganggur 
(Peoples Dispatch, 2020). Hal serupa juga terjadi di Kamboja, 
dimana lebih dari 150.000 pekerja—sekitar 15 persen 
dari pekerja garmen di negara itu—kehilangan pekerjaan 
mereka saat pandemi (Khmer Times, 2020). Laporan yang 
dikeluarkan oleh Vietnam Textile and Apparel Association 
(VITAS) menunjukkan bahwa 80 persen pemasok terpaksa 
memutus hubungan kerja dengan pekerja mereka pada 
April dan Mei 2020 dan kemungkinan berlanjut pada Juli 

 Gambar 12. Penutupan Pabrik di Bangladesh dan
Indonesia (hari kerja) 
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11	 Termasuk pemberhentian secara sementara atau permanen, karena survei ini tidak 
membedakan keduanya. 
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hingga September (Fibre2Fashion News Desk, 2020a).

Pabrik beroperasi dalam kapasitas 
yang semakin berkurang 
Operasional pabrik di awal kwartal ke tiga pada tahun 
2020—baik yang tetap beroperasi sepanjang tahun ini atau 
membuka pabriknya Kembali—ternyata tidak beroperasi 
dalam kapasitas yang sama seperti masa pra-pandemi. 
Sekitar 43 persen pemasok di Bangladesh beroperasi 
dengan jumlah pekerja kurang dari 50 persen dari jumlah 
sebelum pandemic (gambar 13). Hanya 3,9 persen pemasok 
mempertahankan seluruh pekerja mereka. Proporsi 
terbesar pemasok (maksimal 20 persen beroperasi dengan 
jumlah pekerja 30-39 persen sebelum pandemi. 

Karena beberapa pengecer/retailer telah buka Kembali di 
Uni Eropa dan AS, pesanan-pesanan pun mulai Kembali ke 
negara-negara produsen garmen, termasuk di Asia dan 
Pasifik. Bangladesh telah mengalami kembalinya pesanan, 
terutama dari para pembeli yang meminta para pemasok 
untuk menjalankan pesanan pra-pandemi. Namun, kondisi 
di awal sepertinya terdapat perbedaan dalam penyebaran 
pesanan yang diterima pabrik—dimana pabrik besar dengan 
mudah mendapatkan pesanan Kembali dibandingkan pabrik 
berukuran kecil dan menengah. (RMG Bangladesh 2020a).

Laporan dari media di Bangladesh menunjukkan bahwa 
sebanyak 351 pabrik dengan nilai ekspor gabungan 
sebesar US$ 12,26 miliar pada tahun anggaran sebelumnya 
beroperasi dengan skala penuh tanpa mengalami kehilangan 
pekerjaan pada bulan Juli 2020. Sementara, sebanyak 341 
pabrik skala menengah dengan nilai ekspor sebesar US$ 
4,1 miliar beroperasi dengan 60 persen kapasitas mereka 
(Mirdha, 2020a).13

Berkurangnya kapasitas pabrik juga terlihat di Viet Nam. 
Industry garmen Viet Nam merupakan salah satu sektor 
yang terpukul telak di negara tersebut karena pembatalan 
pesanan. Menurut Vietnam Textile and Apparel Association 
(VITAS) 70 persen manufaktur garmen mengurangi shift 
kerja dan merotasi pekerja mereka pada bulan Maret, dan 
jumlah ini bertambah 10 persen pada bulan April dan Mei 
(Nguyen & Le, 2020). Pada bulan Juli 2020, VITAS melaporkan 
bahwa pabrik-pabrik yang dibuka Kembali beroperasi 
menggunakan 50-60 persen kapasitas mereka dan sekitar 
500.000 hingga 600.000 pekerja masih dirumahkan. Asosiasi 
ini mengestimasi kerugian sebesar US$ 8,5 – 12 Miliar pada 
akhir 2020 atau sekitar 22 hingga 31 persen dari ekspor 
garmen dan tekstil negara tersebut (Perwakilan VITAS, 
wawancara, 10 Agustus 2020).

Di Sri Lanka, Joint Apparet Association Forum (JAAF) 
melaporkan bahwa pendapatan pemasok turun sebesar 
US$780 juta antara bulan Maret dan Juli 2020, dan 
kemungkinan ini akan terus turun sebesar US$ 1 miliar 
pada akhir 2020—atau 19 persen dari pendapatan tahunan 
Sri Lanka dari sektor pakaian jadi sebesar US$ 5,3 miliar. 
Sebagian besar pabrik telah buka Kembali pada bulan Juli 
2020 setelah lockdown yang dilakukan di bulan Maret, 
meskipun Sebagian besar hanya mengoperasikan 80 persen 
kapasitas pabrik mereka (perwakilan JAAF, wawancara, 4 
Agustus 2020).

Dari asosiasi yang disurvei untuk laporan ini, ada 
ketidakpastian mengenai keberlanjutan pesanan baru 
pada kwartal ke tiga tahun 2020 dan selanjutnya karena 
mereka takut akan adanya “gelombang kedua” COVID-19. 
JAAF memprediksi pemulihan dengan wujud kurva W, yang 
menunjukkan peningkatan produksi sementara waktu 
untuk Kembali ke kondisi pra-pandemi, namun kemudian 

Sampai bulan Juli, rata-rata proporsi pekerja yang Kembali 
bekerja setelah pabrik dibuka adalah 57 persen dari total 
Angkatan kerja di pabrik sebelum pandemi (Tabel 1). 
Sebanyak 230.749 pekerja dari pabrik-pabrik anggota Better 
Work Bangladesh belum bekerja meskipun pabrik mereka 
dibuka kembali, jumlah ini sekitar 41 persen dari jumlah 
pekerja yang ada pada program Better Work Bangladesh. 12

  Tabel 1. Pekerja yang Kembali atau belum Kembali 
     bekerja setelah pabrik dibuka Kembali di Bangladesh 

 Gambar 13. Distribusi penurunan kapasitas pekerja
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12	 Data yang tersedia tidak secara khusus menyebutkan mengenai status pekerja atau 
	 tun jangan yang diterima pekerja yang tidak Kembali bekerja, atau alasan mengapa 
	 mereka tidak Kembali bekerja 
13	 Menurut data dari UNCTAD, total nilai ekspor garmen Bangladesh adalah US$ 33,6 	
	 Miliar pada tahun 2019. 

Sumber: Better Work Bangladesh, 2020.

Kategori	

Proporsi 
pekerja yang 
Kembali 
bekerja 
setelah dibuka 
(persen)

57 51 5 100 n/a

Rata-rata Median Min Max Total

Jumlah 
pekerja yang 
tidak bekerja

1.109 808 0 8.383 230.749
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turun lagi di bulan September dan Oktober 2020. Survei 
bulan Juli 2020 yang dilakukan oleh Better Buying terhadap 
147 pemasok dari 30 negara14 menunjukkan dinamika yang 
kurang lebih sama: 92,5 persen responden mengkonfirmasi 
bahwa para pembeli telah menempatkan pesanan-pesanan 
baru, namun 59,2 persen mengatakan terjadi penurunan 
volume pesanan, dan 51 persen mengatakan volume lebih 
kecil untuk harga yang sama, menunjukkan pendapatan 
pemasok yang lebih rendah (Better Buying Institute, 2020b).

Pemotongan upah dan penundaan 
pembayaran upah menjadi 
kelaziman 
Dengan penurunan pesanan jam kerja dan jumlah pekerja 
yang signifikan pada industry pakaian jadi di banyak negara 
antara bulan Maret dan Juni 2020, pendapatan pekerja 
secara agregat juga mengalami penurunan. Bagi pekerja 
yang masih bekerja sampai kwartal ke dua 2020 penurunan 
dalam hal pendapatan dan penundaan pembayaran upah 
menjadi suatu kelaziman. 

Data ILO Better Work Bangladesh menunjukkan bahwa satu 
dari lima pekerja menerima upah tujuh hari lebih lama dari 
yang diatur oleh hukum (Tabel 2). Proporsi pekerja yang 
menerima upah telat meningkat dari satu menjadi tiga pada 
bulan April 2020. 

  Tabel 2. Penerimaan pembayaran upah 7 hari lebih 
      lama pada bulan berikutnya di Bangladesh 

Dan lebih jauh lagi sebanyak 1.377 pekerja sektor pakaian 
jadi di Bangladesh pada survei telepon yang dilakukan oleh 
Microfinance Opportunities (MFO) dan South Asia Network 
on Economic Modeling (SANEM). Survei ini menemukan 
bahwa pekerja melaporkan median gaji yang lebih rendah 
sebesar Tk 5.522 (US$ 65) pada bulan Mei dibandingkan Tk 
9,500 (US$ 113) pada bulan April (Garment Worker Diaries, 

2020). Gaji yang lebih rendah memengaruhi pekerja secara 
signifikan, terutama dengan ketahanan pangan. Survei MFO 
SANEM menemukan bahwa 77 persen responden pada Juni 
2020 mengatakan bahwa makanan yang mereka konsumsi 
berkurang karena mereka tidak punya cukup uang untuk 
makanan. Proporsi ini turun dari 85 persen responden 
pada bulan Mei 2020. Survei lain oleh BRAC di Bangladesh 
terhadap 1.200 pekerja garmen menemukan bahwa hanya 
50 persen pekerja menerima gaji utuh untuk bulan Maret 
2020, 42 persen menerima gaji utuh pada bulan April dan 74 
persen pekerja menerima gaji utuhnya pada Mei 2020 (ILO 
BRAC, 2020). 15

Bagi para pekerja sektor pakaian jadi bergantung pada 
program bantuan pemerintah, pendapatan yang mereka 
terima jauh lebih rendah daripada pendapatan biasa dan 
bahkan di bawah upah minimum, menjadikan sulit bagi 
pekerja untuk menafkahi diri mereka dan keluarga mereka 
(lihat Lampiran 1 untuk uraian aksi pemerintah per negara).

Analisis yang dilakukan oleh Clean Clothes Campaign 
mengenai kesenjangan upah di Bangladesh, Kamboja, India, 
Indonesia, Myanmar, Pakistan dan Sri Lanka memperkirakan 
bahwa pekerja di sektor garmen mengalami kerugian antara 
US$ 3,19 hingga 5,78 miliar pada Maret hingga Mei 2020 
karena pemutusan hubungan kerja dan penutupan pabrik 
(Clean Clothes Campaign, 2020). 

Misalnya, Business and Human Rights Resource Center 
melaporkan bahwa pekerja garmen di India mengalami 
penurunan 57 persen upah mereka (BHRRC, 2020). Selain 
itu, Care International juga menyimpulkan bahwa meskipun 
pemerintah Kamboja bekerja sama dengan pemberi 
kerja untuk menyediakan tunjangan US$70 bagi pekerja 
yang dirumahkan, hanya 41 persen pekerja yang disurvei 
pada bulan Mei menerima tunjangan penuh (CARE, 2020). 
Survei dari ILO Better Factories Cambodia (BFC, Better 
Work) terhadap 375 pekerja pada bulan Mei dan Juni 2020 
menyimpulkan bahwa 49 persen mengalami penurunan 
pendapatan karena gangguan produksi yang disebabkan 
oleh COVID-19, dan 41 persen mengatakan mereka 
mengalami penurunan jam kerja (Better Factories Cambodia, 
2020).

Para pekerja yang tidak menerima upah atau menerima 
upah yang lebih rendah menjadi sumber kekhawatiran 
para penegak hukum setempat karena kemungkinan 
menimbulkan kekacauan. Di Bangladesh, Polisi Industrial 
menegeluarkan laporan pada akhir Juli 2020 yang 
menunjukkan 177 pabrik berisiko mengalami kekacauan 
karena kegagalan mereka membayarkan upah dan 
tunjangan hari raya, dan permasalahan cuti pekerja. Menurut 
Polisi Industrial, 756 pabrik pakaian jadi belum membayar 
gaji bulan Juni kepada pegawai mereka (RMG Bangladesh, 
2020b). pada akhir Agustus 2020, Bangladesh Institute of 
Labour Studies (BILS) menyatakan bahwa “hampir tidak 
ada keresahan dari para pekerja karena pembayaran dan 
pemecatan [di sektor garmen]” (Mirdha, 2020b).

Better Work
Bangladesh factories

Better Work
Bangladesh workers

Maret

April

May*

57

80

16

22,8

32,0

6,4

107.922

165.765

32.254

18,1

27,8

5,4

Bulan Jumlah % Jumlah %

Catatan: There are 70 entries on May wage payment that are not updated, which may con-
tribute to the low number of factories paying late. % refers to percentage of all Better Work 
Bangladesh factories. 
Sumber: Better Work Bangladesh.
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15	 Lihat ILO (2016) dan ILO (2018) untuk data dan informasi lebih lanjut mengenai upah 
pada sektor garmen di Kawasan Asia dan pasifik.
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Perempuan terdampak secara 
disproporsional 
Dampak kesehatan dan ekonomi dari pandemi 
COVID-19 juga memengaruhi perempuan pekerja secara 
disproporsional, menimbulkan risiko serius membalikkan 
pencapaian menuju kesenjangan gender. Di Asia dan Pasifik, 
industry garmen mempekerjakan lebih dari 5 persend 
ari semua pekerja perempuan, menjadikan industry ini 
menjadi industry yang mempekerjakan banyak perempuan 
di kalangan sektor industry di Kawasan (ILO, 2020d). jumlah 
pekerja perempuan di sektor garment di banyak negara Asia 
cukup besar proporsinya (Lihat Gambar 2) 

Disrupsi pada rantai pasok garmen tidak hanya secara 
signifikan memengaruhi para pekerja perempuan, 
pandemic juga semakin memperburuk kondisi ketimpangan 
yang sudah ada sebelumnya. Banyak pekerja, terutama 
perempuan, mengalami beban ganda karena harus 
menggabungkan tanggungjawab kerja berbayar dan 
tidak berbayar, menanggung beban tanggungjawab 
rumah tangga dan perawatan anak-anak dan anggota 
keluarga lainnya secara disproporsional. Pada survei Care 
International terhadap 307 orang perempuan pekerja sektor 
garmen di Kamboja yang dilakukan pada bulan Mei dan Juni 
2020, 36 persen responden mengatakan bahwa mereka 
menanggung beban kerja yang lebih berat daripada laki-laki 
saat masa pandemic, dan 13 persen mengatakan mengalami 
peningkatan pekerjaan perawatan tak berbayar mejadi tiga 
masalah teratas dari krisis (CARE, 2020).

Perempuan tetap menerima upah yang lebih rendah 
dibandingkan laki-laki. Survei MFO SANEM di Bangladesh 
menemukan bahwa pada bulan Juni, perempuan menerima 
gaji median sebesar Tk 9,200 (US$ 109) dibandingkan Tk 10,000 
(US$ 118) untuk laki-laki pada posisi yang sama. Perempuan 
pekerja juga mengatakan mereka mengkonsumsi makanan 
lebih sedikit dibandingkan laki-laki. 79 persen perempuan 
mengatakan mereka mengkonsumsi sedikit makanan 
dibandingkan 70 persen laki-laki (Garment Worker Diaries, 
2020).

Meskipun beberapa pabrik sudah dibuka Kembali, fasilitas 
penitipan anak masih tutup, menjadikan orangtua yang 
bekerja—dan perempuan bekerja, mengalami kesulitan. 
Ketersediaan tempat penitipan anak di pabrik merupakan 
persyaratan yang diatur oleh undang-undang nasional 
di beberapa negara. Misalnya, menurut undang-undang 
di India, pabrik dengan lebih dari 30 orang pekerja 
perempuan harus menyediakan fasilitas penitipan anak; 
pabrik mengatakan penutupan penitipan anak sebagai 
langkah untuk membatasi penyebaran virus (Nagarj, 2020). 
DI negara lain seperti Kamboja dan Bangladesh dampak 
pandemi terhadap keluarga dan pekerja semakin menyoroti 
kegagalan pemerintah dalam menegakkan kepatuhan 
terhadap persyaratan perawatan anak yang diatur dalam 
undang-undang (New Age, 2019), dan perlunya mendukung 
layanan perawatan yang terjangkau, professional dan 

mudah diakses oleh semua pekerja.

Terdapat beberapa tuduhan—baik yang muncul sebelum 
atau saat krisis COVID-19—mengenai pemecatan yang 
dilakukan pemberi kerja terhadap pekerja yang hamil serta 
kegagalan mereka membayar tunjangan maternitas. Sejak 
Mei 2020, Sommilito Garments Sramik Federation telah 
mengajukan 50 tuntutan atas nama para pekerja hamil yang 
dipecat di Bangladesh (Politzer, 2020). BGMEA menampikkan 
tuduhan-tuduhan tersebut, mempertanyakan keabsahan 
laporan media, dan menyampaikan keinginan mereka 
melakukan investigasi pemutusan hubungan kerja terhadap 
pekerja yang hamil (BGMEA, 2020).

Pandemi juga meningkatkan risiko kekerasan dan pelecehan 
berbasis gender (ILO, 2020e, 2020f). Sejak wabah COVID-19, 
kekerasan terhadap perempuan, terutama KDRT, meningkat 
(UN Women, 2020). Langkah-langkah lockdown dan kesulitan 
ekonomi berkontribusi pada peningkatan angka kekerasan 
dalam rumah tangga dan membatasi akses pekerja 
pada layanan yang sudah terbatas. CARE International 
menemukan bahwa di kalangan perempuan pekerja sektor 
garmen di Kamboja, 33 persen mengatakan bahwa COVID-19 
semakin meningkatkan ketegangan dan konflik di rumah 
mereka. CARE International mencatat bahwa kekerasan 
berbasis gender seringkali tak terlaporkan, dan hasil temuan 
survei mereka menunjukkan bahwa 2 persen dari pekerja 
perempuan mengatakan kekerasan dalam rumah tangga 
sebagai permasalahan yang masih sering disepelekan 
(CARE, 2020)

Kebutuhan akan Kesehatan dan 
Keselamatan harus menjadi Prioritas 
utama
Di seluruh negara yang disurvei, pemerintah dan asosiasi 
industry telah mengeluarkan panduan untuk mengurangi 
penyebaran COVID-19 (lihat Lampiran 1). Survei Better 
Factories Cambodia terhadap para pekerja digunakan 
untuk menguji jangkauan pesan mengenai pandemic 
serta hubungannya dengan kerja mereka di Kamboja. 
Terdapat kesadaran yang tinggi mengenai COVID-19 dan 
lebih dari 70 persen pekerja mengingat mereka menerima 
informasi terbaru dari pemberi kerja di tempat kerja melalui 
pengumuman yang disampaikan melalui pelantang suara. 
Dua per tiga menerima informasi terkini dari pemberi kerja 
melalui poster atau cara-cara tertulis atau komunikasi visual 
lainnya (Better Factories Cambodia, 2020). 

Asosiai pengusaha mengambil beberapa langkah untuk 
mempromosikan panduan keselamatan COVID-19 pada 
pabrik-pabrik anggota. Di Viet Nam, VITAS dan Ministry of 
Labour and Social Affairs (MOLISA) bekerjasama dengan 
ILO Better Work membagikan panduan mengenai aturan-
atruan K3 (Perwakilan VITAS, wawancara, 10 Agustus 2020). 
Di Sri Lanka, JAAF mengatakan bahwa mereka mengukur 
suhu tubuh pekerja di titik-titik transportasi kerja, mesin jahit 
juga diatur dengan jarak yang lebih jauh, serta pengaturan 

  �ILO brief 
The supply chain ripple effect: How COVID-19 is affecting garment workers and factories in Asia and the Pacific



14

tempat duduk di kantin dibuat bertahap (perwakilan JAAF, 
wawancara, Agustus 4, 2020).

Masih belum jelas bagaimana mekanisme penegakan 
untuk semua aturan-aturan ini, dan sejauh mana pabrik 
melaksanakannya. Meskipun banyak pabrik telah menerima 
panduan dan mengatakan mereka mengambil langkah 
untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19, terdapat 
bukti bahwa pemberi kerja kurang konsisten dalam 
menjalankan langkah-langkah K3, terutama yang berkaitan 
dengan jaga jarak secara sosial.

Hasil dari survei telepon yang dilakukan Better Factories 
Cambodia (BFC) ILO yang dirancang untuk memahami 
pandangan pekerja mengenai implementasi langkah-
langkah K3 yang berkaitan dengan COVID-19 menyiratkan 
bahwa pemeriksaan suhu tubuh yang diwajibkan mereka 
masuk ke pabrik dan masker selalu tersedia seperti yang 
disebutkan oleh 80 persen pekerja. Namun hanya 20 
persen pekerja mengatakan pemberi kerja menjalankan 
langkah-langkah pembatasan sosial dengan mengurangi 
kerumunan di kantin atau di area rehat. Hanya 14 persen 
pekerja melaporkan bahwa pemberi kerja melakukan 
disinfeksi permukaan area kerja, dan 12 persen melaporkan 
bahwa pemberi kerja telah melakukan rekonfigurasi area 
produksi untuk memastikan pekerja menjaga jarak. Sebagai 
konsekuensinya, satu dari dua pekerja menunjukkan bahwa 
mereka tidak dapat menjaga jarak dengan baik di tempat 
kerja dan saat menglaju (Better Factories Cambodia, 2020). 

Hampir setengah pekerja yang disurvei oleh BRAC di 
Bangladesh mengatakan bahwa pabrik mereka tidak 
menyediakan alat pelindung diri. Sekitar satu dari 
empat pekerja yang disurvei mengatakan mereka tidak 
mendapatkan informasi mengenai cuti sakit berbayar atau 
aturan mengenai cuti yang khusus bila mereka mengalami 
gejala-gejala COVID-19 (ILO BRAC, 2020). 

Di Bangladesh, terdapat beberapa laporan mengenai 
beberapa pabrik buka saat lockdown tanpa adanya 
perlindungan untuk menjaga jarak secara sosial (Islam, 
2020). Di India, terdapat laporan yang menunjukkan bahwa 
pekerja yang tidak Kembali ke kampung halaman mereka, 
“diminta untuk tinggal, bahkan mungkin di’sekap’ di dalam 
asrama milik perusahaan dan […] terpapar infeksi. Eksportir 
khawatir bahwa bila pekerja ini keluar mungkin mereka akan 
menghadapi kekurangan pekerja yang sangat akut ketika 
pekerjaan Kembali normal.” (SLD, 2020). Di Kamboja, pekerja 
dan para advokat pekerja menyampaikan kekhawatiran 
mengenai risiko terpapar COVID-19 di truk yang padat yang 
biasanya digunakan sebagai alat angkutan pekerja ke dan 
dari pabrik (Moniroth 2020)

Kebebasan berserikat sebagai hak 
pekerja yang mendasar 
Keanggotaan serikat pekerja secara umum cenderung 
lebih rendah di Kawasan ini (Sebagian disebabkan oleh 
informalisasi yang sangat tinggi di banyak negara tersebut), 
menurut data terkini yang tersedia, yang menunjukkan 
angka keanggotaan pada serikat sebesar 1 persen di 
Myanmar, 7 persen di Indonesia, 10 persen di Kamboja, dan 
15 persen di Sri Lanka.16 Sektor garmen di Asia juga ditandai 
dengan rendahnya tingkat perundingan bersama di tingkat 
pabrik dan sectoral. 

Pembatasan kebebasan berserikat sudah terjadi bahkan 
sebelum pandemi di Sebagian besar negara yang 
disurvei di dalam laporan ini. Terlihat pada laporan ILO’s 
Committee of Experts on the Application of Conventions 
and Recommendations (CEACR) – mekanisme pengawasan 
imparsial yang dibentuk untuk mengevaluasi penerapan 
standar perburuhan internasional yang dilakukan oleh 
negara-negara anggota ILO.17 Misalnya, pada tahun 2020, 
Komite ini meminta pemerintah Bangladesh, Kamboja, 
Tiongkok, Filipina, Sri Lanka untuk memberikan komentar 
mengenai observasi dan/atau tuduhan yang diajukan oleh 
ITUC menyangkut kebebasan berserikat, perundingan 
bersama dan hubungan industrial (ILO, 2020g).

Laporan yang dikeluarkan oleh Business and Human 
Rights Resource Centre mengindentifikasi Sembilan kasus 
pemecatan anggota serikat atau pemimpin serikat di 
Myanmar, Kamboja, india dan Bangladesh (Khambay & 
Narayanasamy, 2020).  Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh 
Oxfam bulan September 2020 mencatat bahwa sebanyak 
1.200 pekerja di India diberhentikan oleh pemasok besar 
saat terjadi tuduhan intimidasi pekerja dan pemberangusan 
serikat (Oxfam, 2020). Meskipun Kerangka Perjanjian Global  
18 telah cukup membantu dalam menangani perselisihan 
dengan memfasilitasi dialog di kalangan serikat, manufaktur 
dan brands, resolusi seperti ini akan cukup lama mengingat 
perlunya berkomunikasi dengan para pemasok yang 
memiliki kantor pusat di luar negara-negara tempat mereka 
berproduksi, dan dukungan brand yang berubah-ubah 
pada setiap pabrik (perwakilan INdustriALL, wawancara, 
14 Agustus 2020) Di Myanmar meskipun laporan media 
menyoroti pembubaran serikat saat pandemic telah 
menimbulkan intervensi brand dan pengembalian mereka ke 
tempat kerja (Paton, 2020), aktivis serikat buruh mengatakan 
bahwa strategi ini kurang efektif terutama untuk kasus sub-
kontraktor dan brand yang kurang terkenal (Maung, 2020).

Pola pembatasan kegiatan serikat dan pelanggaran hak asasi 
manusia yang serius di Kamboja sejak 2016 mengakibatkan 
keputusan penting Uni Eropa untuk menarik beberapa 

16	  Data tersedia di ILOSTAT
17	  Bangladesh, India, Indonesia, Filipina, Tiongkok dan Viet Nam semua menerima peringkat “5”, menunjukkan tidak ada jaminan terhadap kebebasan berserikat, menurut International 
	 Trade Union Confederation (ITUC) Global Rights Index pada tahun 2019. Tiga negara—Sri Lanka, Pakistan, dan Myanmar—mendapatkan peringkat “4” dari ITUC dengan pelanggaran hak 
	  yang sistematik (ITUC, 2020). 
18	  Kerangka Perjanjian Global (GFA) merujuk pada perjanjian global yang dirundingkan antara serikat pekerja dan perusahaan multinasional yang mengatur mengenai standar perburuhan,  
	 kesehatan atau lingkungan pada rantai pasok perusahaan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik: http://www.industriall-union.org/what-is-a-global-framework-agreement 
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akses bebas pajak mereka ke pasar Uni Eropa (Komisi 
Eropa, 2020). Cambodian Alliance of Trade Unions (CATU) 
melaporkan bahwa empat anggota dipecat karena dituduh 
“memprovokasi pekerja melakukan tindak pidana” (SOvuthy 
2020). Undang-undang kedaruratan yang dikeluarkan pada 
29 April 2020 “memberikan kesempatan bagi pemerintah 
untuk menyatakan kondisi darurat kapanpun Kamboja 
menghadapi ‘bahaya’ dan risiko yang besar’. (Peytermann & 
Hughes, 2020).

Di Bangladesh, media setempat melaporkan bahwa 
pemerintah mengeluarkan instruksi meningkatkan 

surveilans terhadap LSM dan serikat (Hasnayeen, 2020), 
serta menuduh beberapa organisasi internasional menyulut 
kerusuhan di sektor itu. 

Aturan mengenai lockdown juga membatasi kegiatan serikat 
dan pengorganisasian. Di Bangladesh, undang-undang 
ketenagakerjaan mewajibkan dua pertemuan anggota 
sebelum serikat dapat didaftarkan. Mengingat lockdown, 
saat ini belumlah dimungkinkan untuk menyelenggarakan 
pertemuan-pertemuan yang wajib, dan ini mengakibatkan 
menurunnya tingkat registrasi serikat (perwakilan 
IndustriALL, wawancara, Agustus 14, 2020) 

Pemerintah di Kawasan ini 
merespon krisis secara proaktif 
Respons kebijakan pemerintah terhadap krisis COVID-19 
mengikuti sebuah pola.19 Tabel A1 pada Lampiran 1 
merangkum kebijakan tempat kerja dan fiscal yang 
diterapkan pada paruh pertama 2020 pada lima kategori 
besar: penutupan industry, bantuan pendapatan bagi 
pekerja, perlindungan ketenagakerjaan, cuti pekerja dan 
subsidi industry. Sebagian besar kebijakan yang ada di 
table dirancang untuk dapat diterapkan di seluruh sektor 
manufaktur kecuali di Bangladesh, Kamboja, Myanmar 
dan Sri Lanka dimana kebijakan ditujukan secara spesifik 
untuk industry pakaian jadi dan alas kaki (karena besarnya 
pengaruhnya terhadap perekonomian dalam negeri). 

Tabel A1pada Lampiran 1 belum komprehensif dan fokus 
pada langkah-langkah yang dilakukan untuk membantu 
memitigasi krisis. Tabel ini juga tidak mengurai secara rinci 
mengenai hukum dan praktik ketenagakerjaan yang ada 
sampai saat ini kecuali kebijakan cuti sakit yang masih tetap 
tak berubah namun tetap relevan. Table ini menunjukkan 
bahwa beberapa pemerintah melakukan upaya untuk 
mendukung pekerja dan pemasok sektor garmen. Namun, 
mengingat besarnya krisis yang tak terduga, masih perlu 
waktu dan terlalu dini untuk mengevaluasi apakah langkah-
langkah yang dilakukan cukup untuk menjaga bisnis dan 
mata pencaharian, termasuk perempuan pekerja yang 
bekerja di sektor garmen.

Solidaritas dan dukungan internasional akan menjadi hal 
penting untuk negara-negara di Kawasan Asia dan Pasifik, 
termasuk yang memiliki ruang fiscal terbatas. Paket stimulus 
pada perekonomian yang maju lebih besar daripada di 
perekonomian berkembang dan sampai Juni 2020 jumlahnya 

88 persen dari stimulus fiscal global (ILO, 2020h). Namun, 
dukungan bagi para pekerja dan pabrik di negara-negara 
berkembang, termasuk manufaktur garmen mendominasi 
ekonomi harus menjadi prioritas yang penting.

Dalam hal dukungan, banyak industry dan pemerintah yang 
menerima pinjaman dan hibah—terbanyak—dari Lembaga-
lembaga multilateral termasuk Bank Dunia dan Uni Eropa, 
International Monetary Fund dan Asian Development Bank. 
Sebesar €9 miliar (sekiatr US$ 10.6 miliar) dikomitmenkan 
pada April 2020 untuk mendukung perawatan kesehatan 
dan langkah-langkah perlindungan sosial termasuk subsidi 
upah yang disebutkan oleh pemerintah di engara-negara 
berpendapatan rendah dan menengah rendah (Borrel, 
2020). Termasuk €263 juta untuk Bangladesh (atau $ 308 
juta) khususnya untuk bantuan tunai dan perlindungan 
sosial pada industry berorientasi ekspor dan Kamboja 
(€487 juta, atau US$571 juta) — baik untuk sumber pakaian 
jadi brand berbasis Uni Eropa (EEAS, 2020b; Xinhua, 
2020). Department for International Development (DfID) 
Inggris mengumumkan program bantuan pada bulan 
Agustus sebesar £6.85 juta, Sebagian dikhususkan untuk 
“meningkatkan layanan kesehatan bagi 80.000 pekerja 
pabrik di Bangladesh” (Beaumont, 2020).

Di Myanmar, dimana 70 persen garmen diekspor ke 
negara-negara anggota Uni Eropa, proyek SMART Textile 
& Garments yang didanai oleh Uni Eropa melakukan 
pembayaran langsung dari MMK 35.000 hingga MMK 
125.000 per bulan (US$ 26 hingga US$92) kepada pekerja 
sektor pakaian jadi yang dirumahkan dan diberhentikan dari 
pekerjaannya antara bulan April dan Desember 2020. Uni 
Eropa menggunakan dasar “Dari 700.000 pekerja di industry 
pakaian jadi, diperkirakan 350.000 berisiko dirumahkan 
tanpa mendapatkan upah atau bahkan kehilangan 

	X Bagian IV: Respons Kebijakan di Asia dan Pasifik 

19	 Pengalaman industry ini pada krisis finansial 2008 dan penurunan yang dialami perdagangan pakaian jadi sangat instruktif bagi pemerintah, mitra sosial dan peneliti yang berupaya 
	 memikirkan response terhadap krisis COVID-19 dalam du acara. Pertama, respons pemerintah yang dikembangkan pada 2008 dan 2009 untuk membatasi kerugian di tingkat industry 
	 dan ekonomi makro—merupakan elaborasi kebijakan yang dirancang untuk menghalau dampak negative pada akhir Perjanjian Multi Serat pada tahun 2005—telah didaurulang dan 
	 diperluas untuk era COVID-19. Dua, kurangnya data yang dapat diandalkan dan pelaporan aksi kebijakan menjadikan sulit untuk mengukur dampak jangka pendeknya, yang merupakan 
	 hal yang sangat jamak terjadi pada para pelaku dan pengamat industry yang terlibat dalam response krisis finansial 2008-09 (Forstater, 2010). 
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pekerjaan mereka permanen,” dalam estimasi mereka 
ketika menghimpun €5 juta pada bulan Maret 2020. Dana 
ini dirancang untuk memberikan “bantuan tunai yang cepat 
dan tidak birokratis” selama satu hingga tiga bulan hingga 
bagi 80.000 pekerja. Dana ini melakukan pembayaran senilai 
€2.5 juta kepada 45,061 pekerja dari 1 mei hingga 3 Agustus 
2020 (Fibre2Fashion News Desk, 2020b). 20

Serikat pekerja juga mempertanyakan mengenai cakupan 
dan implementasi kebijakan-kebijakan ini (Salaverria & 
Gascon, 2020). Seperti yang terlihat pada bab di atas, 
pembayaran yang terlambat atau tidak memadai kepada 
para pekerja sektor pakaian jadi—baik yang masih bekerja 
dan yang dirumahkan atau menganggur—berujung pada 
protes di Bangladesh, Kamboja, Indonesia dan Filipina. 
Ketegangan ini semakin diperburuk dengan keputusan 
untuk menunda proses penentuanupah minimum yang 
dijadwalkan pada tahun 2020 di Myanmar dan Kamboja 
(Khmer Times, 2020; Wathan, 2020).

Serikat pekerja juga fokus pada pentingnya memiliki 
persyaratan yang lebih jelas untuk melindungi para pekerja 
produksi dari penyebaran penyakit yang berkaitan dengan 
COVID-19. Contohnya di Sri Lanka, Ceylon Federation 
of Labour pada April 2020 mendorong “otoritas untuk 
menentang aksi apapun yang memulai Kembali produksi 
tanpa memastikan keselamatan dan keamanan pekerja saat 
bekerja, dalam hal ketenagakerjaan dan ketika menglaju dari 
dan ke tempat kerja” (Times Online, 2020). Seperti panduan 
yang dikeluarkan di seluruh negara yang ada dalam laporan 
ini, seruan untuk perlindungan pekerja sangat luas. Perintah 
dan panduan yang tidak mengikat mengenai lockdown 
dan langkah-langkah kesehatan yang khusus untuk pabrik 
mulai dari mencuci tangan hingga perbaikan pemurnian 
udara dan perubahan dalam hal Panjang dan lamanya 
shift (Fakhri, 2020; DFDL, 2020b). panduan ini berlawanan 
dengan perintah lockdown yang dikeluarkan untuk kegiatan 
lain dalam ruangan tertutup termasuk di bioskop atau 
universitas (EconomyNext, 2020).

Kebijakan dan pelaksanaan dari dua isu ini—langkah 
kesehatan yang efektif dan melengkapi keberlanjutan 
pemberi kerja dan pendapat pekerja—penting bagi pekerja, 
pemberi kerja dan pemerintah berharap merangkak 
Kembali ke kesehatan ekonomi makro pada jangka pendek. 
Juga merupakan langkah penting untuk kesehatan jangka 
Panjang industry dan pekerja ini (ILO, 2020i).

Dialog Sosial penting untuk mencari 
solusi 

Dialog sosial membentuk response terhadap krisis yang 
produktif di negara-negara dimana ada dialog struktur atau 
inisiatif. Di Sri Lanka, pemerintah membentuk satuan tugas 
tripartite, yang menyepakati membayar gaji pekerja pada 
bulan Maret hingga Juni sebesar 50 persen dari gaji pokok 
(IndustriALL , 2020a). di Myanmar, protocol Kebebasan 
berserikat ditandatangani pada bulan November 2019 yang 
dirundingkan antara brand anggota ACT dan Industrial 
Workers’ Federation of Myanmar (IWFM) yang berafiliasi 
dengan industriALL terbukti berguna untuk mempekerjakan 
anggota IWFM yang dipecat di dua pabrik.21 Dialog antara 
serikat dan brand pakaian jadi global berkontribusi pada 
perjanjian yang cukup cepa tantara afiliasi INdustriALL dan 
pemberi kerja (INdustriALL, 2020b). 

Di Bangladesh—dibangun dari struktur ACT yang ada—
BGMEA dan IndustriaALL Bangladesh Council menyepakati 
nota kesepahaman pada Mei 2020, dirancang untuk 
menghindari pemutusan hubungan kerja dan membayar 
gaji pekerja untuk bulan April 2020. Yang menarik, perwakilan 
INdustriALL dan BGMA mencatat bersatunya kepentingan 
manufaktur dan serikat, didorong oleh keberatan bersama 
akan pembatalan pesanan yang sudah selesai dibuat dan 
dalam proses pembuatan oleh para brand (Fair Fashion 
Think Tank, 2020; perwakilan INdustriALL, wawancara 14 
Agustus, 2020).

Di negara lain, dialog sosial tingkat nasional mengenai 
respons COVID-19 lebih cocok dipandang sebagai 
konsultasi dan bukan negosiasi, dan mendorong pada 
deklarasi kerjasama yang lebih luas. Program Better Work 
Indonesia ILO baru-baru ini memfasilitasi dialog antara 
serika pekerja sektor garmen dan alas kaki—APINDO, API, 
dan APRISINDO—yang menghasilkan komitmen bersama 
untuk mendorong pemulihan sektor garmen dan alas 
kaki Indonesia (ILO, 2020j). Komitmen yang mendorong 
kepatuhan dengan panduan keselamatan dan kesehatan 
kerja dan dialog sosial dalam menangani perselisihan (ILO, 
2020k). Di Pakistan, Pakistan Workers Federation (PWF) 
dan Employers Federation of Pakistan (EFP) mengeluarkan 
deklarasi bersama yang menyatakan niat mereka untuk 
bekerja sama (ILO, 2020l).

Di Kamboja, Myanmar dan Viet Nam, proses penentuan 
upah minimum sectoral tertunda atau justru menimbulkan 
perpecahan para pemangku kepentingan. Di Myanmar, 
diskusi mengenai upah minimum tertunda hingga 
setidaknya September 2020 (Wathan, 2020). Di Kamboja, 
dengan keberatan dari serikat, GMAC meminta Ministry 
of Labour and Vocational Training (MOLVT) menunda 
penentuan upah minimum yang telah dijadwalkan sampai 
2021 (Reaksmey, 2020). MOLVT berniat melakukan studi 

20	 Para mitra proyek termasuk Amfori, Centre for Economic & Social Development (CESD) dan Confederation of Trade Unions Myanmar (CTUM), H&M, C&A, dan Bestseller. Wave-wing— 
	 sistem perbankan berbasis telepon genggam yang relative efisien dan murah—digunakan untuk melakukan pembayaran bantuan darurat bagi para pekerja pakaian jadi di Myanmar dan 
	  Kamboja. 
21	 ACT-atau Action, Collaboration, Transfromation—merupakan sebuah kesepakatan global antara brand fashion dan pengecer dan serikat pekerja bertujuan untuk memajukan gaji pekerja  
	 melalui perindungan bersama di tingkat industry dan reformasi praktik pembelian.
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mengenai dampak COVID-19 terhadap pekerja di sektor 
garmen sebelum diskusi upah tahunan (Chheng, 2020). 
Sementara di Viet Nam, pada bulan Agustus 2020 National 
Wage Council memutuskan untuk tidak menaikkan upah 
minimum regional pada tahun 2021 dan menunda upah 
minimum regional mereka pada tingkatan 2020. VGCL 
menolak untuk berpartisipasi pada pengambilan suara yang 
menyatakan bahwa hal ini tidak terlalu dibahas dengan baik. 
Serikat mengusulkan penundaan dalam negosiasi sampai 
informasi mengenai pandemic tersedia namun usulan ini 
ditolak (Nguoi Lao Dong, 2020).

Respons INdustri bersama Terhadap 
COVID-19 
Pada bulan-bulan awal krisis COVID-19, serikat dan para 
advokat perburuhan di Asia dan di seluruh dunia bereaksi 
terhadap pembatalan kontrak produksi pakaian jadi oleh 
brand dengan permintaan bahwa para buyer menghargai 
kontrak yang ada, membayar pesanan yang sedang dalam 
proses dan membantu modal pemasok dan pendapatan 
para pekerja (IndustriALL, 2020c). Seperti yang disebutkan di 
atas, kampanya publik #PayUp mendorong berbagai brand 
besar untuk menghargai kontrak dan berdiskusi mengenai 
permintaan akan keberlanjutan dan kerja layak—serta 
standar komersial utama—pada perdagangan pakaian jadi 
global.22 

ILO telah membantu untuk menjadi perantara COVID-
19:Action in the Global Garment Industry sebagai upaya 
untuk membantu mendorong niat internasional dan 
sumberdaya untuk memberikan dukungan kesehatan 
dan ekonomi kepada negara-negara pengekspor garmen 
di tingkat global. Call to Action dirundingkan pada April 
2020 antara International Organisation of Employers 
(IOE), International Trade union Confederation (ITUC) dan 
INdustriaALL Global Union. 

Lebih dari 125 pihak yang menandatangani Call to Action ini 

Untuk menghadapi krisis COVID-19, ILO mengusulkan 
Kerangka Kebijakan dengan empat pilar, berdasarkan 
pada standar perburuhan internasional: (i) menstimulasi 
perekonomian dan ketenagakerjaan; (ii) membantu 
perusahaan, pekerjaan dan pendapatan; (iii) melindungi 
pekerja di tempat kerja; (iv) bergantung pada dialog sosial 
untuk solusi (lihat ILO, 2020h). seiring dengan berjalannya 
pandemic yang semakin memperburuk kesehatan 

dan Kelompok Kerja tripartite plus, yang diselenggarakan 
oleh ILO dan dikoordinasikan oleh OIE dan ITUC bertujuan 
untuk menjadi “katalis aksi dari seluruh industry garmen 
global untuk mendukung manufaktur sehingga dapat 
menyintas dari disrupsi ekonomi yang disebabkan oleh 
pandemic COVID-19 dan melindungi pendapatan pekerja 
garmen, kesehatan dan ketenagakerjaan”.23 Tujuan jangka 
Panjang adalah untuk membangkitkan upaya untuk 
mewujudkan system jaminan sosial yang berkelanjutan 
untuk industry garmen yang lebih adil dan berketahanan.

Secara spesifik, para penandatangan Call to Action 
berkomitmen untuk “melibatkan Lembaga keuangan, 
pemerintah dan donor, untuk mendukung mobilisasi dana 
yang cepat dan inovatif melalui dana bantuan darurat, kredit 
dan pinjaman jangka Panjang untuk memberikan bantuan 
pendapatan cepat bagi para pekerja dan individu” (ILO, 
2020m). Kelompok ini telah mengidentifikasi kelompok 
negara prioritas –Bangladesh, Kamboja, Ethiopia, Haiti, 
India, Indonesia, Myanmar dan Pakistan—yang paling 
membutuhkan dana pemulihan (ILO, 2020n). Kelompok 
Call to Action di tingkat nasional juga sudah dibentuk dan 
berbagai aksi prioritas termasuk identifikasi kebutuhan 
industry yang berkaitan dengan bantuan pendapatan 
dan keberlanjutan bisnis, dan pelibatan pemerintah dan 
Lembaga keuangan internasional untuk mempercepat akses 
terhadap keuangan.

Pada bulan Mei 2020, Industrial Workers Federation of 
Myanmar dan INdustriALL mencapai sebuah kesepakatan 
dengan berbagai brand pakaian jadi Eropa untuk 
mengupayakan “perlindungan hilangnya gaji” para pekerja 
sektor pakaian jadi dari April hingga Juli. Kesepakatan ini 
juga mewajibkan para penandatangan untuk mendukung 
pengembangan jaminan sosial pada industry garmen dan 
mendorong kepatuhan dengan peraturan kesehatan dan 
keselamatan (IndustriaALL, 2020d). Akhirnya, brand and 
pemasok di proses ACT yang dipimpin oleh INdustriALL 
berkomitmen untuk memajukan Panduan kebebasan 
berserikat ACT tahun 2019 (INdustriALL, 2019)

serta kesejahteraan sosial dan ekonomi populasi dunia, 
mobilisasi sumberdaya serta aksi pada empat pilar itu 
tetap menjadi hal penting untuk menjaga pekerjaan dan 
mata pencaharian, termasuk yang ada di sektor garment. 
Dukungan berkelanjutan bagi perusahaan, serta perluasan 
jaminan sosial bagi semua merupakan hal penting dalam 
memitigasi dampak buruk krisis di rantai pasok garmen. 
Solusi perlu ditemukan untuk menjawab kebutuhan semua 

22	 Worker Rights Consortium: https://www.workersrights.org/issues/covid-19/tracker/ Multi-stakeholder 
	 coalition: https://www.fairwear.org/covid-19-dossier/responsible-purchasing-practices/garment-industry-coalition-statement/ 
23	 Termasuk kewajiban brand membayar manufaktur untuk “barang yang sudah jadi dan barang yang sedang diproduksi” 
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kecepatan serta bentuk pemulihan sektor ini mungkin tidak 
akan terlihat (secara utuh) sampai tahun 2021 atau 2022. 
Para peneliti juga membutuhkan waktu dan data untuk 
mengukur apakah intevensi pemerintah dan industry efektif 
dan cukup mengentaskan krisis.

Mengingat betapa besarnya pandemic dan dampaknya 
sampai saat ini, industry garmen global mungkin akan 
menghadapi penyesuaian structural, dibentuk oleh tren yang 
sudah mengganggu sektor ini sebelum 2020. Seruan public 
untuk berpikir ulang mengenai rantai pasok garmen menuju 
kesetaraan yang lebih luas, inklusivitas dan keberlanjutan 
menjadi semakin kencang, sementara inovasi teknologi 
membentuk Kembali berbagai kemungkinan tentang 
bagaimana dan dimana produksi terjadi, dan peran Angkatan 
kerja di pabrik penting dalam proses ini. Rekonfigurasi 
industry juga mempertimbangkan berbagai tantangan 
dan memjawab kebutuhan investasi pada transportasi dan 
infrastruktur komunikasi, pembangkitan daya yang dapat 
diandalkan, Pendidikan dan pengembangan keterampilan, 
yang membatasi beralihnya industry kepada produk dan 
jasa yang bernilai tambah tinggi. Penelitian dibutuhkan 
untuk lebih memahami scenario potensial sebagai hasil dari 
disrupsi yang diakibatkan oleh pandemic. 
Masih perlu dilihat apakah industry garmen global pasca 
pandemic akan melalui restrukturisasi mendasar untuk 
membangun jalur baru—dan yang lebih berkelanjutan 
dan berketahanan—atau apakah akan Kembali ke scenario 
“business as usual”. Apapun proyeksi yang akan diambil oleh 
industry, para pekerja dan perusahaan akan menjadi yang 
terdepan dalam menghadapi dampak tersebut. 
Menjadi upaya pemerintah pusat, pekerja dan pemberi 
kerja untuk bekerjasama dengan powerbroker industry lain 
untuk mencari solusi bersama untuk masa depan industry 
yang berpusat pada manusia—masa depan yang dapat 
mewujudkan janjinya menjadi kekuatan transformative 
untuk kebaikan sosial dan ekonomi di Asia dan Pasifik. 

pekerja di sektor tersebut termasuk perempuan yang 
menjadi mayoritas pada pekerjaan di sektor garmen.

ILO juga telah menyediakan berbagai perangkat untuk 
mendukung konstitutennya (lihat ILO, 2020o untuk informasi 
lebih lanjut). Program antara ILO-International Finance 
Corporations, Better Work memantau situasi negara-
negara yang berpartisipasi, dan memberikan dukungan 
bagi pekerja, pabrik dan brands dalam menjawab krisis dan 
melindungi para pekerja. ILO juga menyelenggarakan forum 
untuk dialog, diskusi dan pertukaran informasi di industry 
ini serta mempublikasikan serangkaian panduan bagi 
pabrik yang bertujuan untuk mendukung ketahanan bisnis 
melalui pengelolaan alur kas yang lebih baik, diversifikasi 
pendapatan dan pasar, komunikasi tempat kerja, dan 
keselamatan serta efisiensi dalam produksi (ILO, 2020p). 

ILO memfasilitasi dan mendukung Call to Action, sebuah 
inisiatif internasional multi-pemangku kepentingan 
yang bertujuan membangkitkan aksi di seluruh industry 
melindungi pendapatan pekerja, kesehatan dan 
ketenagakerjaan dan mendukung pemberi kerja untuk dapat 
menyintas saat krisis COVID-19, dan bekerjasama dalam 
membangun system jaminan sosial yang berkelanjutan 
untuk industry yang lebih adil dan berketahanan. Call to 
Action merupakan contoh positif dari kolaborasi global 
industry, namun akan membutuhkan komitmen yang 
berkelanjutan dan aksi pemangku kepentingan yang 
terkoordinasi agar lebih efektif dalam mencapai tujuan yang 
diniatkan. 

Penurunan permintaan konsumen untuk garmen serta 
kewajiban menutup tempat kerja untuk menahan 
penyebaran virus, mengakibatkan penurunan produksi dan 
ketenagakerjaan sektor garmen yang turun tajam, telah 
mencatatkan penurunan yang tajam dibandingkan krisis 
keuangan 2008-09. Penurunan yang sangat dalam dan 
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Appendix 1: Government responses

 

Country Shutdowns, 
exemptions

Income/wage payments, 
supports24

Employment 
protection

COVID-19 related 
worker sick leave

Industry liquidity, 
subsidy

Bangladesh

Cambodia
 

Indonesia n/a

cases

Myanmar n/a

Pakistan
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Country Shutdowns, 
exemptions

Income/wage payments, 
supports24

Employment 
protection

COVID-19 related 
worker sick leave

Industry liquidity, 
subsidy

Philippines n/a

Sri Lanka n/a n/a

Viet Nam n/a
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